
 

 
 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.267, 2010 
 
 

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA 
                                        NOMOR  P.24/MENHUT-II/2010 

TENTANG 
PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEBUN BIBIT RAKYAT  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a.   bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (2) Peraturan 
Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi 
dan Reklamasi Hutan mengatur pelaksanaan kegiatan 
rehabilitasi hutan dan lahan yang dapat dilakukan 
kegiatan pendukung rehabilitasi hutan dan lahan; 

b. bahwa kegiatan pendukung rehabilitasi hutan dan lahan 
sebagaimana dimaksud butir a, dapat berupa peningkatan 
kesejahteraan masyarakat serta melindungi dari 
kemungkinan terjadinya resiko sosial dengan pola 
pelaksanaan pembangunan Kebun Bibit Rakyat; 

a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Kehutanan Republik Indonesia tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat; 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah 
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dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4412); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

3. Peraturan Pemerintah  Nomor 35 Tahun 2002 tentang 
Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4207), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 
2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4776); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang 
Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 146, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4453); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang 
Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 
Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5056); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang 
Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947); 

8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang 
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II; 

9. Peraturan Presiden  Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 

10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara; 

11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-
II/2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja 
Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali 
diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan 
Nomor P. 64/Menhut-II/2008 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 80); 

12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/Menhut-
II/2008 tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan 
Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 96); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK 
INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN 
KEBUN BIBIT RAKYAT  

Pasal 1 
Pedoman Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat adalah sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran Peraturan Menteri Kehutanan ini. 

Pasal 2 
Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi acuan dalam 
penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat. 
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Pasal 3 
Pedoman teknis pembangunan Kebun Bibit Rakyat diatur lebih lanjut oleh 
Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial. 

Pasal 4 
Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini 
diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
 
 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 3 Juni 2010 
MENTERI KEHUTANAN 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
ZULKIFLI HASAN 

 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 3 Juni 2010 
MENTERI HUKUM DAN HAM 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
PATRIALIS AKBAR 
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LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR :  P.24/Menhut-II/2010 
TANGGAL : 3 Juni 2010 
 

 
PENYELENGGARAAN KEBUN BIBIT RAKYAT 

 
 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang 
 

Upaya menanam di lahan kritis atau lahan kosong dan lahan tidak produktif 
dengan jenis tanaman hutan dan jenis tanaman serbaguna merupakan salah 
satu upaya pemulihan kondisi DAS yang kritis. Upaya tersebut juga dapat 
memberikan hasil berupa kayu, getah, buah, serat, pakan ternak, dan lain 
sebagainya. 
Keinginan masyarakat untuk menanam tanaman hutan dan jenis tanaman 
serbaguna dalam berbagai upaya rehabilitasi hutan dan lahan, dibatasi oleh 
ketidakmampuan mereka untuk memperoleh bibit yang berkualitas. Sebagai 
akibatnya, masyarakat cenderung menanam tanaman hutan dan jenis 
tanaman serbaguna dari biji atau benih asalan, sehingga tanaman tersebut 
memerlukan waktu lebih panjang untuk berproduksi dan apabila berproduksi 
kualitas dan kuantitas hasilnya kurang memuaskan. Bertolak dari 
pengalaman tersebut, dipandang perlu untuk merumuskan kegiatan 
penyediaan bibit berkualitas berbasis pemberdayaan masyarakat dengan 
nama Kebun Bibit Rakyat. 
Kebun Bibit Rakyat merupakan fasilitasi pemerintah dalam penyediaan bibit 
tanaman hutan dan jenis tanaman serbaguna (MPTS) yang prosesnya dibuat 
secara swakelola oleh kelompok tani. Bibit hasil Kebun Bibit Rakyat 
digunakan untuk merehabilitasi dan menanam di lahan kritis, lahan kosong 
dan lahan tidak produktif di wilayahnya. 
Di samping itu, Kebun Bibit Rakyat juga dipakai sebagai sarana untuk 
mengurangi terjadinya resiko sosial berupa kemiskinan akibat degradasi 
hutan dan lahan serta sebagai tempat pemberian pengetahuan dan 

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id

